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Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama
antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai
dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun

Anggaran 2024,

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum
APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran
2024, terhadap kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang
menjadi dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD
Tahun Anggaran 2024,

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam
Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Nota
Kesepatakan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk djadikan dasar dalam
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun
Anggaran 2024,

Menia, 20 September 2023

Simon P. Dira Tome, S.Pd

WAKIL KETUA

Lepton Baki Boni
WAKIL KETUA
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan
berkesinambungan, setiap daerah harus memiliki sistem perencanaan secara
komprehensif yang dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan daerah. Dokumen
perencanaan tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD), serta Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang ditetapkan setiap tahun sebagai pedoman
dalam penyusunan APBD.

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Kepala
Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada
pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA Kabupaten Sabu Raijua Tahun
Anggaran 2024 mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Sabu Raijua Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024, dan disinergikan dengan RKP Tahun 2024 dan
RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 maka tema pembangunan

Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 yaitu:
“Penguatan Sektor Strategis Mendorong Pertumbuhan Ekonomi”

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 memuat kondisi ekonomi makro
daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja
daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaian. Penjabaran
dokumen KUA tersebut diantaranya adalah:

a. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan

tahun berjalan;
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b. Asumsi dasar penyusunan RAPBD dan asumsi lainnya terkait dengan
indikator ekonomi makro daerah;

c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana
sumber dan besaran pendapatan daerah;

d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program prioritas
pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan
pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan
kondisi riil di daerah;

e. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus
daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka

menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

2.

Tujuan disusunnya Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 adalah untuk :
Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sabu Raijua atas
kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari
dalam pencapaian target perencanaan pembangunan dalam RKPD Kabupaten
Sabu Raijua tahun 2024;

Tersedianya dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun
2024, untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024. KUA Tahun Anggaran 2024
menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Sabu
Raijua dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 berpedoman pada

beberapa peraturan sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu
Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4936);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun
2020 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor
130);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan
dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);




19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman
Tatacara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
198);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Recana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 926);

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2018 — 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Nusa Tenggara Timur
Nomor 0116);

Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sabu
Raijua Tahun 2011-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun
2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua No 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua
(Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7).

Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun

Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor
5);




34.

35.

36.
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Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022
Nomor 2);

Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 36).
Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024 (Berita
Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 Nomor 24).
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BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional dan regional maka arah
kebijakan ekonomi daerah disusun dengan mempertimbangkan perkiraan kondisi
tahun 2024. Arah kebijakan ekonomi daerah masih ditujukan untuk
mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Bupati Sabu Raijua
yang merupakan visi dan misi periode RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-
2026, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program
dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dengan
melihat kondisi saat ini dan upaya pencapaian target makro pembangunan nasional,
maka kebijakan ekonomi daerah tahun 2024 masih diarahkan pada Penguatan
perekonomian masyarakat dengan memperkuat sektor-sektor pendorong struktur
ekonomi vyakni sektor pariwisata, Industri dan Perdagangan, Pertanian dan

Peternakan, Sektor Kelautan dan Perikanan.

Percepatan pembangunan pada sektor-sektor yang perlu didorong dalam kerangka
Penguatan perekonomian masyarakat di tahun 2024 kebijakan ekonomi daerah tahun
2024 diarahkan pada Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan
meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi

ekonomi daerah yang berdaya saing di Tahun 2024 difokuskan pada:

1. Sektor Pariwisata dan Kebudayaan, diarahkan pada:

a) Pengembangan dan promosi obyek-obyek pariwisata daerah melalui
Penyelenggaraan festival pariwisata, pembangunan sarana dan prasarana
pada Daerah Tujuan Wisata (DTW), pelatihan usaha ekonomi kreatif yang
dikhususkan untuk masyarakat di lokasi wisata.

b) Pengembangan Kebudayaan, kesenian tradisional dan pelestarian cagar

budaya;




Kebijakan Umum APBD (KUA) Kab Sabu Raijua
Tahun 2024

2. Sektor Industri dan Perdagangan, diarahkan pada::

1) Peningkatkan usaha perdagangan, industri, Pengembangan koperasi pelatihan
tenaga kerja, Pemberdayaan UMKM dan Pengembangan Ekonomi Kreatif bagi
UMKM;

2) Penguatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang
melibatkan sub sekor antara lain:

a. Industri pengolahan makanan difokuskan pada pengolahan pangan
dengan bahan baku lokal hasil produksi sektor primer. Industri
pengolahan diarahkan ke lokasidesa yang memiliki dukungan bahan
baku dan kesediaan masyarakat dalam berproduksi;

b. Industri meubelair, Industri otomotif dan perbengkelan serta Industri
jasa lainnya;

c. Peningkatan investasi daerah berupa peningkatan pendapatan daerah
terutama yang bersumber dari hasil pengelolaan Garam dan Rumput
Laut.

3) Fasilitasi standarisasi produk barang/jasa, promosi dan pemasaran produk
industri pengolahan

a) Pengawasan produk barang/jasa sesuai kebutuhan pasar;
b) Pengadaan kemasan produk unggulan.
4) Fasilitasi permodalan dan pemberian bantuan permodalan/pinjaman bagi
usaha baru.
a) Pengurusan perijinan bagi usaha masyarakat;
b) Sosialisasi persyaratan penerima bantuan/pinjaman.
5) Fasilitasi promosi dan pemasaran produk.
a) Menijalin kerjasama home industri dengan IKM, UMKM dan Koperasi;
b) Mengikutsertakan produk masyarakat pada pameran dan event promosi
lainnya.

3. Sektor Pertanian dan Peternakan, Optimalisasi produksi komoditas pertanian
dengan fokus pada ketercukupan pangan melalui GERAKAN PANGAN LESTARI,
pemanfaatan jaringan irigasi dan embung-embung melalui pembukaan dan
perluasan lahan pertanian, peningkatan diversifikasi usaha pertanian, pengolahan
hasil dan peningkatan nilai tambah di tingkat petani yang didukung dengan

fasilitasi pemasaran produk dan pemberdayaan masyarakat dalam
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penganekaragaman konsumsi pangan yang ditujukan untuk mewujudkan

ketahanan pangan dan kemandirian pangan lokal;

Optimalisasi produksi komoditas pertanian dan peternakan melalui :

a) Tanaman pangan berupa padi, jagung dan sorgum serta tanaman
holtikultura seperti bawang merah, kacang tanah dan kacang hijau serta
tanaman lainnya.Upaya optimalisasi produksi dilakukan melalui pembukaan
dan perluasan lahan pertanian, peningkatan diversifikasi usaha pertanian,
fasilitasi teknologi, bibit dan pupuk;

b) Upaya optimalisasi produksi perkebunan dilakukan melalui penyediaan sarana
dan prasarana produksi, pemanfaatan teknologi tepat guna dan bantuan
modal usaha.

c) Upaya optimalisasi produksi petenakan dilakukan melalui gerakan penyediaan
bibit ternak, makanan ternak, penyediaan vaksin dan obat-obatan.

4. Sektor Kelautan dan Perikanan; diarahkan pada upaya peningkatan hasil
produksi rumput laut melalui peningkatan dan perluasan Lahan Pengolahan serta
pemberian bantuan peralatan tangkap bagi kelompok nelayan dan fasilitas sarana
dan prasarana penunjang sektor kelautan, serta upaya peningkatan hasil
produksi garam melalui rehabilitasi tambak garam, peningkatan produksi dan
perluasan pemasaran produk serta perbaikan manajamen pengolahan garam;

5. Sektor Sosial; Penguatan Sistem Perlindungan Sosial melalui perluasan data
dan pemutakhiran data jaminan sosial,pemberian bantuan Kelompok Usaha
Bersama (KUBE) untuk keluarga miskin (PKH), pemberian stimulan, bantuan
sembako atau bantuan sosial bagi keluarga fakir, anak terlantar dan disabilitas,
selain itu ditujukan pula untuk menanggulangi risiko dan kerentanan yang
disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, atau krisis ekonomi yang

diberikan kepada individu/rumah tangga penerima pada saat situasi darurat.

Optimalisasi pembangunan pada sektor-sektor di atas diharapkan dapat
meningkatkan nilai PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sabu
Raijua.Kebijakan ekonomi ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing daerah,
penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan peningkatan inisiatif serta

partisipatif masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang mengarah pada penguatan
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perekonomian masyarakat daerah serta kesejahteraan masyarakat yang

berkelanjutan.

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun dengan mempertimbangkan arah
kebijakan ekonomi nasional dan regional serta perkiraan kondisi tahun 2024.
Beberapa tantangan yang menjadi perhatian utama dan perlu disikapi secara
komprehensif terkait tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024
mencakup:

1) Adanya konflik geopolitik ditingkat global. Konflik tersebut mengakibatkan
disrupsi terhadap perdagangan global dan rantai pasok, sehingga membuat
ketersediaan dan harga komoditas pangan global menjadi tidak menentu.
Dampak ini tentu berpengaruh pada tingginya inflasi baik ditingkat nasional
hingga ketingkat daerah.

2) Pemantapan kinerja dan stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat utama
bagi kesinambungan pembangunan ekonomi Kabupaten Sabu Raijua. Perlu
upaya yang sungguh-sungguh dari semua pelaku pembangunan untuk menjaga
dan memantapkan stabilitas ekonomi makro.

3) Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Sabu Raijua.

4) Belum optimalnya nilai investasi dan jumlah investor yang ada di Kabupaten Sabu
Raijua.

5) Disektor Pertanian dan Perikanan masih diperhadapkan pada terbatasnya lahan
dan jumlah produksi. Peningkatan produktifitas pertanian dan perikanan melalui
peningkatan kualitas benih akan menjadi prioritas, pemanfaatan teknologi, dan
penciptaan inovasi bidang pertanian dan perikanan.

6) Masih belum optimalnya perkembangan usaha mikro menjadi usaha kecil dan
usaha menengah. Masih banyak wirausaha skala mikro kekurangan modal,
ketrampilan belum optimal dan pemasaran yang belum berjalan secara baik.

7) Koperasi belum mampu memberikan akses permodalan pada wirausaha mikro.
Masih ada koperasi yang tidak aktif dan koperasi yang tidak sehat yang akan
menjadi target pembangunan kedepan. Sentra-sentra industry yang dibentuk
harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar di Kabupaten Sabu

Raijua.
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8) Belum optimal pengembangan sektor pariwisata yang mampu meningkatkan

pertumbuhan ekonomi. Pengembangan destinasi wisata merupakan prioritas

utama yang harus dilaksanakan termasuk pengembangan ekonomi kreatif.

Selanjutnya langkah-langkah yang ditempuh untuk mendorong peningkatan

pertumbuhan ekonomi melalui koordinasi dan efektifitas kebijakan sektor riil dalam

meningkatkan investasi sebagai penggerak perekonomian perlu didukung dengan

penentuan kebijakan dan strategi pemerintah Kabupaten Sabu Raijua untuk

meningkatkan daya beli masyarakat. Langkah-langkah yang tepat dan proporsional

dalam mengoptimalkan pencapaian pembangunan sektor-sektor tersebut, sebagai
berikut :

1)

2)

3)

Menjaga dan memantapkan kinerja ekonomi makro untuk mengatasi dampak
gejolak ekonomi domestic dan global, antara lain dengan menekan laju inflasi
melalui operasi pasar murah serta mewajibkan semua desa untuk menyediakan
lahan untuk penanaman komoditi pemicu inflasi. Upaya ini perlu didukung melalui
langkah konkret dan sungguh-sungguh dalam memperkuat koordinasi dan
efektifitas kebijakan yang mempengaruhi fiscal daerah melalui Tim Pengendali
Inflasi Daerah (TPID)

Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan bagian terpenting dari
pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kapasitas produktif
suatu perekonomian. Upaya penguatan pemulihan sosial yang inklusif dilakukan
melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan program
bantuan sosial, termasuk perluasan basis data yang mencakup pekerja sektor
informal (sektor ekonomi yang berskala kecil), peningkatan kualitas SDM melalui
penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran
disertai dengan peningkatan pekerjaan yang layak, serta percepatan
pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi
yang layak.

Iklim investasi yang kondusif masih perlu didorong untuk tumbuh dan diwujudkan
di daerah. Kewenangan, kelembagaan, hingga prosedur investasi yang efisien
akan mendorong investor menanamkan modal di daerah. Mempermudah perijinan
untuk investor adalah langkah kedepan dalam pengelolaan Kawasan Industri

Sabu Raijua serta menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi perekonomian
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daerah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas dan berkelanjutan serta komitmen perbaikan pelayanan investasi
daerah.

4) Optimalisasi produkasi komoditas pertanian dan perikanan melalui pembukaan
dan perluasan lahan pertanian, peningkatan diversifikasi usaha pertanian,
pengolahan hasil dan peningkatan nilai tambah ditingkat petani yang didukung
dengan fasilitasi pemasaran produk dan pemberdayaan masyarakat yang
ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan.

5) Optimalisasi sektor-sektor industri unggulan melalui pemberdayaan kelompok-
kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)agar mampu berpartisipasi
aktif dalam kegiatan perekonomian di tingkat lokal dan nasional serta mampu
memperbesar daya serapnya terhadap tenaga kerja.

6) Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur pada Daerah Tujuan Wisata
(DTW), penyelenggaraan festival, dan pelatihan usaha ekonomi kreatif bagi
masayrakat yang dapatmeningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian
daerah khususnya di lokasi destinasi pariwsata.

Berbagai tantangan dan prospek tersebut yang akan dihadapi di tahun 2024
tentunya tidak terlepas dari faktor eksternal antara lain arus modal dan harga-harga
komoditas yang terus mengalamipeningkatan. Pasar bebas juga memberikan
pegaruh yang besar terhadap tumbuh kembangnya industri-industri lokal terlebih
pada sektor kecil. Hal ini sangat bergantung dari keberhasilan atau tidaknya
intervensi pemerintah terhadap berbagai gejolak ekonomi yang timbul guna
mengurangi beban masyarakat dan dunia usaha dalam menggerakkan perekonomian
daerah.

Dalam kaitannya dengan arahkebijakan ekonomi dan langkah-langkah
percepatan pertumbuhan ekonomi untuk tahun anggaran 2024 diharapkan
berdampak pada prospek pertumbuhan perekonomian yang lebih baik dibandingkan
tahun sebelumnya. Prospek pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sabu Raijua diprediksi
mulai tumbuh positif yakni mencapai kisaran 4,50 s/d 5,50 persen. Hal ini sejalan
dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk

Kabupaten Sabu Raijua yaitu sebesar 4,64 s/d 5,44 persen.
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Selanjutnya target tingkat kemiskinan di Kabupaten Sabu Raijua untuk tahun
2024 masih belum dapat disesuaikan dengan target nasional untuk Wilayah Nusa
Tenggara Timur yakni sebesar 16,50 s/d 16,90 persen mengingat sampai dengan
tahun 2022 masih berada diangka 28,73 persen. Untuk itu target tingkat kemiskinan
Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan rata-rata penurunan angka kemiskinan dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun terkahir sebesar 0,24 persen, maka target penurunan

angka kemisikanan untuk tahun 2024 berada pada kisaran 28,49 s/d 28,26 persen.

Untuk target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024, dengan
memperhatikan target nasional sebesar 73,99 s/d 74,02 poin dan target Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 66,58 s/d 66,73 poin serta dengan
memperhatikan kenaikan rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sabu
Raijua dalam 5 (lima) tahun terakhir sebesar 0,48 poin, maka target Indeks
Pembangunan Manusia Kabupaten Sabu Raijua untuk tahun 2024 berada pada
kisaran 58,38 s/d 58,85 poin.

Demikian pula dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dimana target
Nasional untuk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai kisaran 2,66 s/d
3,37 persen dan target Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kabupaten Sabu Raijua
mencapai kisaran 0,69 s/d 0,98 persen. Terkait hal ini mengingat kondisi Tingkat
Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sabu Raijua sampai dengan tahun 2022 masih
berada pada angka 3,29 persen, maka target yang telah ditetapkan oleh pemerintah
provinsi Nusa Tenggara Timur belum dapat digunakan sebagai target Pemerintah
Kabupaten Sabu Raijua untuk Tahun 2024, dan dengan memperhatikan rata-rata
penurunan TPT dalam 5 (lima) tahun terakhir sebesar 0,53 persen, maka target
Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sabu Raijua di prediksi dapat menuruan pada

kisaran 2,76 s/d 2,23 persen.

Selain itu tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Sabu Raijua
yang diukur dengan Rasio Gini ditargetkan menurun dikisaran 0,298 s/d 0,296 poin.
Target ini berdasarkan rata-rata penurunan 5 (lima) tahun terakhir yakni sebesar
0,03 poin. Target ini juga sedikit melampaui target nasional sebesar 0,374 s/d 0,377

poin dan target Pemerintah Provinsi sebesar 0,336 s/d 0,338 poin.
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Secara rinci Target Pembangunan Ekonomi Makro Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Target Pembangunan Ekonomi Makro Kabupaten Sabu Raijua Tahun

2024
NO Indikator Target
1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,50 s/d 5,50
2 Persentase Penduduk Miskin (%) 28,49 s/d 28,26
3 Indeks Pembangunan Manusia (Poin) 58,38 s/d 58,85
4 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2,76 s/d 2,23
5 Rasio Gini (Nilai) 0,298 — 0,296

Sumber: Bappeda Kabupaten Sabu Raijjua

2.2 Arah kebijakan Keuangan Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengamanatkan pembagian kewenangan
antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
Pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
dasar pelaksanaan otonomi daerah adalah urusan konkuren yang terdiri atas urusan
pemerintahan waijib dan urusan pemerintahan pilihan. Hal ini menjadikan
kewenangan Pemerintah Daerah semakin luas, sehingga potensi keuangan harus
dapat dimanfaatkan secara optimal, efisien dan efektif dengan berlandaskan pada
anggaran berbasis kinerja (perfomance based budgeting) dan money follow
programme priority serta dikelola secara transparan agar tercipta akuntabilitas publik
(public accountability) yang digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik
terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang menyangkut
kebutuhan layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penanggulangan
kemiskinan, pemberdayaan dan pengembangan potensi daerah untuk memacu
peningkatan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat. Struktur
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas unsur pendapatan
daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Unsur pendapatan akan
menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas

pemerintahan dan pembangunan. Kebijakan pendapatan daerah
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Pembangunan daerah tidak terlepas dari kemampuan fiskal keuangan daerah
dalam rangka pendanaan program prioritas pembangunan yang dirumuskan. Dengan
demikian kebijakan pengelolaan keuangan daerah perlu ditempuh dalam rangka
optimalisasi keuangan daerah mampu mendanai program prioritas pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dalam perencanaan, penyusunan dan
pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan dalam perumusannya
dilaksanakan secara Transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan
atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; Efisien, yaitu pencapaian
keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah
dengan keluaran (output) maksimal; Efektif, yaitu kemampuan mencapai target
dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal
serta akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan
Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan regulasi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/PMK.07/2022
tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2023.

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Kinerja
Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan
penggunaannya Tahun Anggaran 2023

Sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja, telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk
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melakukan peran yanglebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Selain pendanaan melalui sumber pendapatan daerah dalam APBD,
terdapat sumber pendanaan lainnya yang perlu dikonsolidasikan terhadap program
pembangunan, antara lain pendanaan melalui APBN, APBD Provinsi, swadaya
masyarakat serta konstribusi pelaku usaha maupun konsolidasi dan sinkronisasi
program pembangunan Kabupaten dengan program pembangunan desa yang
bersumber dari APBDes
Arah kebijakan keuangan daerah tahun 2024 dirumuskan dengan
mempertimbangkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dan serta mempertimbangkan
asumsi kondisi ekonomi yang berdampak pada penerimaan pendapatan pada tahun
2024 yang kemudian diarahkan pendanaan program pembangunan daerah prioritas
dengan alokasi pada:
a) pemenuhan pendanaan dalam rangka belanja yang bersifat wajib dan
mengikat serta pemenuhan pelayanan dasar;
b) pemenuhan belanja yang mendukung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah;
dan

c) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lainnya.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Pemerintah Pusat berupaya melakukan penguatan desentralisasi fiskal dengan
mendorong pengalokasian sumber daya nasional secara efektif dan efisien melalui
hubungan antara keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang transparan,
akuntabel, dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat
yang adil dan makmur. Sesuai pilar ketiga UU HKPD yaitu meningkatkan kualitas
belanja daerah, dilakukan pengaturan pengelolaan belanja daerah dengan fokus
belanja, mandatory spending, pengendalian belanja pegawai dan penguatan belanja
infrastruktur.

Seiring dengan hal tersebut, kebijakan keuangan daerah yang meliputi
pendapatan, belanja dan pembiayaan harus dikelola secara efektif, efisien,
transparan dan akuntabel dan tepat agar dapat memberikan manfaat bagi
kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten

Sabu Raijua mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
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PengelolaanKeuangan Daerah serta arah kebijakan yang selaras dengan RPIMD
Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 2 Tahun 2022.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Sabu Raijua diperlukan sebagai
acuan dalam penggalian potensi daerah, pengalokasian anggaran dan pemanfaatan
potensi dan sumber daya daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan tersebut
bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, mulai
dari penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah
mencakup arah kebijakan dalam pendapatan, penetapan anggaran belanja, dan
pembiayaan.

Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi
perekonomian Kabupaten Sabu Raijua dan penyesuaian terhadap kebijakan
pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Belanja daerah dipergunakan dalam
rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang
penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan
bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah
yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019, klasifikasi belanja daerah (pasal 55) terdiri
dari (1) belanja operasi, (2) belanja modal, (3) belanja tidak terduga, (4) belanja
transfer. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa,
belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan social. Belanja
modal dirinci atas jenis belanja modal, dan belanja tidak terduga dirinci atas jenis
belanja tidak terduga. Sedangkan belanja transfer dirinci atas jenis belanja bagi hasil
dan belanja bantuan keuangan.

Kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk membiayai pelaksanaan program
dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan khususnya untuk
pemulihan di bidang ekonomi, dengan arah kebijakan memperhatikan hal-hal berikut.

1. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib pelayanan dasar, khusunys

bidang pendidikan (20%) dan bidang kesehatan (10%) total belanja untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan

sesuai prioritas daerah.
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2. Mendorong dan mengarahkan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk
menstimulus percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah

3. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran
yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang
disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel berdasarkan prioritas
pembangunan daerah;

4. Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah didasarkan pada
hubungan antara alokasi belanja operasi, modal, tidak terduga, dan belanja
transfer dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua,
serta memperhatikan sinergitasnya dengan prioritas pembangunan Nasional
dan prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

5. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur, terarah, dan akuntabel;

6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan
berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah, serta
mendorong terus peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam
pengelolaannya;

7. Mendayagunakan penggunaan belanja daerah untuk menstimulasi tumbuh
kembangnya partisipasi dalam sektor pariwisata dan swadaya masyarakat

dalam pembangunan daerah Kabupaten Sabu Raijua.

(00]

. Mengalokasikan pendanaan Pemilukada serentak Tahun 2024

Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk tetap menjaga
stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan
berkesinambungan dengan mengoptimalkan penerimaan pembiayaan daerah yang
diperkirakan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
(SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun

sisa penghematan belanja.
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BAB II1I
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan
perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap
perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat
diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian
daerah yang stabil di harapkan tetap terjaga pada tahun 2024 melalui sinergi antara
kebijakan fiskal dan moneter nasional yang di dukung dengan kebijakan fiscal daerah
serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sector riil. Berdasarkan kondisi riil
perekonomian Kabupaten Sabu Raijua, perhitungan perencanaan APBD Tahun 2024

diproyeksikan berdasarkan asumsi-asumsi berikut.

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan
pembangunan tahunan yang disusun untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun
ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2020-2024. RKP dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam
menyusun RKPD tahun 2024, untuk selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dalam
menyusun KUA-PPAS dan APBD tahun 2024.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 berfokus pada " percepatan
dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan”. Sementara, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional
dituangkan kedalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional RKP Tahun 2024 yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan
berkeadilan;

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin
pemerataan. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan keberlanjutan

dan insklusif;
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3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas,
adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter;

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Revolusi mental dan
pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu;

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan
pelayanan dasar. Hal ini dilakukan;

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan
iklim. Hal ini diarahkan;

7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Hal ini
dilakukan.

Dan untuk mewujudkannya menggunakan Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun
2024 sebagai berikut :
Tabel 3.1

Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024

Indikator Ekonomi Makro Target

Perkiraan Besaran-Besaran Pokok

Pertumbuhan PDB (%, yoy) 5,3-5,7
Laju inflasi,Indeks Harga Konsumen (IHK) (%, yoy):

) ’ 1,5-3,5

Akhir Periode

NeracaPembayaran

Cadangan Devisa (US$ miliar) 149,1-150,2
- dalam bulan impor 6,0-5,8
Neraca Transaksi Berjalan (% PDB) 0,5-0,4
Keuangan Negara

Penerimaan Perpajakan (% PDB) 9,9-10,2
Keseimbangan Primer (% PDB) (0,0)—(0,4)
Surplus/Defisit APBN (% PDB) (2,2)-(2,6)
Stok Utang Pemerintah (% PDB) 38,1-39,0
PMTB/Investasi

Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%) 6,2-7,0
Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp) 1.450-1.650%
Nilai Realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan

(Triliun Rp) 662,7-731,1
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Indikator Ekonomi Makro Target
Target Pembangunan

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,0-5,7
Tingkat Kemiskinan (%) 6,5-7,5
Rasio Gini (nilai) 0,374-0,377
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,99-74,02
Penurunan Emisi GRK 27,27
Indikator Pembangunan

Nilai Tukar Petani (NTP) 105-108
Nilai Tukar Nelayan (NTN) 107-110

Sumber : RKP Tahun 2024

Stabilitas ekonomi makro tahun 2024 diupayakan tetap mendukung proses
pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dengan menjaga indikator makro fiscal
tetap berkinerja baik untuk menjamin kesinambungan dalam jangka menengah-
panjang, di sisi lain tetap memberi ruang bagi penuntasan agenda pembangunan
tahun 2024. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 1,5-3,5 persen (yoy) dan nilai
tukar Rupiah pada rentang Rp14.800—-Rp15.400 per US$. Pada tahun 2024, TPT
diupayakan turun menjadi 5,0-5,7 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi
0,374-0,377. Sejalan dengan hal tersebut, kesejahteraan masyarakat diharapkan
meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,99-74,02.
Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang
ditunjukkan oleh indikator NTP pada kisaran 105-108 dan NTN pada kisaran 107-
110.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Provinsi Nusa Tenggara
Timur
Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (RKPD
Provinsi NTT) Tahun 2024 ditetapkan tema pembangunan vyaitu: “Penguatan

Ekonomi dan Pemantapan Kualitas Pelayanan Dasar”.

Untuk mencapai target diatas Pemerintah Provinsi NTT menetapkan prioritas

pembangunan dalam RKPD tahun 2024 sebagai berikut:
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a. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang
berkeadilan sosial;

b. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;

c. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek
lingkungan hidup dan mitigasi bencana;

d. Reformasi birokrasi;

Dalam pencapaian prioritas pembangunan di Provinsi, menggunakan asumsi indikator
makro sebagai berikut :
Tabel 3.2
Target Makro Provinsi NTT Tahun 2024

Indikator Ekonomi Makro Target
Pertumbuhan Ekonomi 4,55-5,35
Tingkat Kemiskinan 20,00-19,63
Indeks Pembangunan Manusia 66,58-66,73
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2,66-3,37
Rasio Gini (Nilai) 0,336-0,338

Sumber : RKPD Kabupaten Sabu RaijuaTahun 2024

3.3 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Penyusunan APBD Sabu Raijua

Dengan memperhatikan Sasaran Pokok RPJMD, Tema, Prioritas Pembangunan
serta Asumsi-asumsi indikator makro pembangunan di tingkat Nasional dan Provinsi
Nusa Tenggara Timur serta tema pembangunan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024
yaitu: “Penguatan Sektor Strategis Mendorong Pertumbuhan Ekonomi”. Dan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 yang

disajikan dalam bentuk Tabel sebagai berikut :
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Tabel 3.3

Prioritas dan Sasaran Pembangunan DaerahTahun 2024

PRIORITAS DAN SASARANPEMBANGUNANDAERAHTAHUN 2024

Prioritas 1:
Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan
UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi

daerah yang berdaya saing.

Sasaran:

a. Optimalisasi produksi komoditas pertanian dan perikanan ;

b. Peningkatan Sarana dan prasarana pertanian;

c. Fasilitasi pemasaran produk pertanian dan pemberdayaan masyarakat;

d. Pengembangan koperasi dan pelatihan tenaga kerja

e. Pemberdayaan UMKM

f. Pengembangan Ekonomi Kreatif bagi UMKM

g. Peningkatan hasil produksi rumput laut dan garam serta promosi penanaman modal;

h. Fasilitasi standarisasi produk barang/jasa, promosi dan pemasaran produk industri
pengolahan.

Prioritas 2:

Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan
antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan
Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan

Hidup

Sasaran:
a. Pemantapan infrastruktur dasar, jalan dan jembatan, sanitasi (air bersih) dan sarana

transportasi;

b. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan dan peruntukan ruang sesuai dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah.

C. Peningkatan akses masyarakat terhadap rumah layak huni;

d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum

e. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas

f. Pengembangan dan promosi obyek-obyek pariwisata daerah;

g. Pengembangan Kebudayaan, kesenian tradisional dan pelestarian cagar budaya
Prioritas 3:

Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan
tingkat kemiskinan dan Stunting.

Sasaran:

a. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan

b. Pemenuhan sumber daya dan fasilitas sarana prasarana pendidikan dan kesehatan

c. Penurunan angka kemiskinan dan stunting

d. Pengembangan kapasitas Kepemudaan dan Olah raga

e. Penguatan systemperlindungan social bagi masyarakat miskin;

f. Bantuan social menanggulangi risiko dan kerentanan akibat bencana alam, bencana
sosial, atau krisis ekonomi yang diberikan kepada individu/rumah tangga penerima pada
saat situasi darurat.
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PRIORITAS DAN SASARANPEMBANGUNANDAERAHTAHUN 2024

g. Pengendalian penduduk dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)

h. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.

Prioritas 4:
Peningkatan kinerja birokrasi dan tata kelola layanan pemerintahan yang baik

Sasaran:
a. Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dan upaya menciptakan ketentraman dan
ketertiban umum

b. Peningkatan Layanan Publik dan Layanan Penyelenggaraan Pemerintah
c. Pelaksanaan fungsi Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah

d. Peningkatan Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam Perencanaan
dan Pengelolaan Keuangan Daerah

e. Pembinaan umat beragama, Penguatan ideologi pancasila, pendidikan politik, organisasi
kemasyarakatan, ketahanan ekososbud dan kewaspadaan nasional.

Sumber : RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024

Dalam pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2024, menggunakan asumsi terhadap target indikator makro ekonomi sebagai
berikut :

Tabel 3.4
Target Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2024
Indikator Ekonomi Makro Target
Pertumbuhan Ekonomi 4,50 -5,50
Tingkat Kemiskinan 28,49 - 28,26
Indeks Pembangunan Manusia 58,38 - 58,85
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2,76- 2,23
Rasio Gini (Nilai) 0,298 -0,296

Sumber : RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024

Asumsi indikator makro ekonomi untuk kabupaten Sabu RaijuaTahun 2024
sebagaimana table di atas menunjukkan prospek pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Sabu Raijua diprediksi mulai tumbuh positif yakni mencapai kisaran 4,50 s/d 5,50
persen. Hal ini sejalan dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur untuk Kabupaten Sabu Raijua yaitu sebesar 4,64 s/d 5,44 persen.
Selanjutnya target tingkat kemiskinan di Kabupaten Sabu Raijua untuk tahun 2024

25



Kebijakan Umum APBD (KUA) Kab Sabu Raijua
Tahun 2024

masih belum dapat disesuaikan dengan target nasional untuk Wilayah Nusa Tenggara
Timur yakni sebesar 16,50 s/d 16,90 persen mengingat sampai dengan tahun 2022
masih berada diangka 28,73 persen. Untuk itu, maka penurunan angka kemiskinan
untuk tahun 2024 ditargetkan berada pada kisaran 28,49 s/d 28,26 persen. Untuk
target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024, dengan memperhatikan
target nasional sebesar 73,99 s/d 74,02 poin dan target Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur sebesar 66,58 s/d 66,73 poin serta dengan memperhatikan kenaikan
rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sabu Raijua dalam 5 (lima) tahun
terakhir sebesar 0,48 poin, maka target Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten
Sabu Raijua untuk tahun 2024 berada pada kisaran 58,38 s/d 58,85 poin. Demikian
pula dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dimana target Nasional untuk
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai kisaran 2,66 s/d 3,37 persen
dan target Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kabupaten Sabu Raijua mencapai
kisaran 0,69 s/d 0,98 persen. Terkait hal ini mengingat kondisi Tingkat Pengangguran
Terbuka di Kabupaten Sabu Raijua sampai dengan tahun 2022 masih berada pada
angka 3,29 persen, maka target yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi Nusa
Tenggara Timur belum dapat digunakan sebagai target Pemerintah Kabupaten Sabu
Raijua untuk Tahun 2024, dan dengan memperhatikan rata-rata penurunan TPT
dalam 5 (lima) tahun terakhir sebesar 0,53 persen, maka target Pengangguran
Terbuka di Kabupaten Sabu Raijua diprediksi dapat menuruan pada kisaran 2,76 s/d
2,23 persen. Selain itu tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Sabu
Raijua yang diukur dengan Rasio Gini ditargetkan menurun dikisaran 0,298 s/d 0,296
poin. Target ini berdasarkan rata-rata penurunan 5 (lima) tahun terakhir yakni
sebesar 0,03 poin. Target ini juga sedikit melampaui target nasional sebesar 0,374
s/d 0,377 poin dan target Pemerintah Provinsi sebesar 0,336 s/d 0,338 poin.

Selanjutnya asumsi terhadap target indikator makro diatas, diharapkan dapat
berkontirbusi terhadap target-target pendapatan daerah, Pendapatan Transfer dan
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah serta adanya penerimaan PAD vyang
bersumber dari Pembiayaan Daerah

Dan dalam kaitannya dengan menjaga laju inflasi, guna memantapkan kinerja
ekonomi makro dan mengatasi dampak gejolak ekonomi domestik dan global,
dilakukan melalui operasi pasar murah serta mewajibkan semua desa untuk

menyediakan lahan untuk penanaman komiditi pemicu Inflasi.
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Berdasarkan asumsi pertumbuhan Ekonomi dan Upaya menjaga laju inflasi,
maka Pemerintah Daerah terus berupaya melakukan berbagai Kebijakan dan strategi
guna peningkatan perekonomian daerah dan pendapatan perkapita masyarakat
melalui berbagai program dan kegiatan seiring dengan perkembangan ekonomi
makro baik ditingkat nasional, provinsi dan daerah dengan memperkuat koordinasi
dan efektivitas kebijakan yang mempengaruhi fiskal daerah melalui Tim Pengendali
Inflasi Daerah (TPID); Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM; Menjaga iklim
investasi yang kondusif; Optimalisasi produksi komoditas pertanian dan perikanan
serta optimalisasi sektor-sektor industry unggulan melalui pemberdayaan kelompok-
kelompok Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi dan Peningkatan

sarana dan prasarana infrastruktur.
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BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk

Tahun Anggaran 2024

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2023 secara
umum diarahkan pada optimalisasi peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari
Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain
Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023
meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang
tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang

merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2024
secara umum diarahkan pada optimalisasi peningkatan penerimaan daerah yang
berasal dari sumber-sumber pendapatan asli daerah, pendapatan transfer serta lain-
lain pendapatan daerah yang sah, yang akan diupayakan sebagai berikut:

1) Memprioritaskan penanganan sektor-sektor unggulan yang dapat memberikan
manfaat ganda bagi kepentingan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli
daerah;

2) Melakukan pendataan yang lebih akurat bagi obyek-obyek penerimaan dari
pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah
serta memperluas jangkauan pelayanan dengan membuka sumber-sumber
pendapatan daerah lainnya;

3) Menumbuhkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi serta
pengendalian dan pengawasan pemungutannya yang diiringi dengan

peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;

28



Kebijakan Umum APBD (KUA) Kab Sabu Raijua
Tahun 2024

4) Pemutakhiran data dasar yang menjadi indikator penentuan besarnya Dana
Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dalam rangka peningkatan dana
transfer;

5) Melaksanakan koordinasi yang proaktif dengan pemerintah tingka tatas dan
instansi yang terkait dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah.

6) Meningkatkan promosi pariwisata untuk menambah pendapatan daerah yang

bersumber dari pajak hotel dan restoran.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan dalam APBD Tahun
Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki
kepastian serta dasar hukum penerimaannya yang didasarkan pada Undang-Undang
Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Target PAD Kabupaten SabuRaijua Tahun 2024 mencakup:

(a) Pajak Daerah, berupa pajak hotel/penginapan, pajak restoran/rumah makan,
pajak hiburan, Pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak
pengambilan Bahan Galian Golongan C. mengacu pada Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sabu Raijua Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Sabu
Raijua.
(b) Retribusi Daerah, berupa:
= Retribusi Jasa Umum yang meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan,
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar,
Retribusi Penguijian Kendaraan Bermotor, mengacu pada Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa
Umum;

= Retribusi Jasa Usaha yang meliputi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan
Hewan, mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016
TentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua

Nomor26 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
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= Retribusi Ijin Tertentu, meliputi: Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan,
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian, Retribusi Tanda Daftar Perusahaan
(TDP) dan Izin Usaha Perdagangan, mengacu pada Peraturan Daerah
Nomor27 Tahun 2011 Tentang Retribusi Ijin Tertentu;

(c) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan, memperhatikan potensi
penerimaan Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan rasionalitas
nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan
manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu
tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

(d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berupa Penerimaan Jasa Giro,
Bunga Deposito, Denda Pajak Daerah dan Retribusi Daerahserta sumbangan

pihak ketiga, dianggarkan pada akun pendapatan kelompok PAD.

4.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan
pemerintah daerah lainnya, dengan memperhatikan kebijakan transfer pemerintah

pusat dan transfer antar daerah, sebagai berikut:
a. Transfer Pemerintah Pusat

Dana yang berasal dari transfer pemerintah yang dananya digunakan
sebagai dana perimbangan keuangan daerah, sebagai insentif daerah, dana

otonomi khusus dan dana keistimewaan serta untuk dana desa;

1. Dana Perimbangan
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana
perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Dana Transfer Umum:

(a) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari:
% Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak berupa Dana Bagi
Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB);
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< Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (DBH-PPh) Pasal 25 dan Pasal
29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh
Pasal 21;

% Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari
DBH Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-
Perikanan, DBH Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-
Pengusahaan Panas Bumi;

% Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT);

(b) Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksikan tetap dari tahun 2023.
Dalam hal Penetapan Nilai DAU oleh Pemerintah berbeda dengan yang
diproyeksikan, yang berdampak pada perhitungan SiLPA, maka akan
dilakukan penyesuaian berdasarkan Kebijakan SiLPA dalam Rancangan
APBD Tahun Anggaran 2024.

Dana Transfer Khusus:

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada
pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang
merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah
daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus

tersebut, yang diuraikan:
(a) DAK Fisik; dan
(b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai
dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024
atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun

Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala
Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian

APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai
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alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal
Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana
Transfer Khusus langsung dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran
2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer
Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan
dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024
ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer
Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada
pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi
pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun
Anggaran 2024.

. Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang
ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana desa dianggarkan sesuai
dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024
atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024
yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila
Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 belum
ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun
Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum
dipublikasikan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada
penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan
Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau
informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaraan 2024

melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang
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APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus
menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada
tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan
kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam
LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD
Tahun Anggaran 2024.

b. Transfer Antar Daerah
Pendapatan transfer antar-daerah merupakan Pendapatan yang
bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada
penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah
provinsi Tahun Anggaran 2024. Meliputi Bagi Hasil Pajak Kendaraan
Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan bermotor, Bagi Hasil Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan

Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Bagi Hasil Pajak Rokok.

4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain
pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.Lain-lain pendapatan daerah yang
sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk Tahun Anggaran 2023 berupa :
1) Pendapatan hibah
Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat,
pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar
negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak
mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai
konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima

maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

33



Kebijakan Umum APBD (KUA) Kab Sabu Raijua
Tahun 2024

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud
dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan
hibah.

2) Dana Darurat
Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan
kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai
keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu
ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; Penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

4.2 Proyeksi Pendapatan Daerah

Secara umum, Pendapatan Daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya
(PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah). Pada tahun
2024 perhitungan proyeksi pendapatan selain disesuaikan dengan target tahun
sebelumnya juga memperhatikan potensi daerah dan target RPJMD Kabupaten Sabu
Raijua. Realisasi pendapatan daerah 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2020 s/d 2022
dan Pagu Anggaran tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.2.1 Realisasi pendapatan tahun 2020 s/d 2022 dan Target Anggaran
Pendapatan Tahun 2024 Kabupaten Sabu Raijua

N Uraian Realisasi Anggaran Pagu Anggaran
o 2020 2021 2022 2023
(Audited) (Audited) (Audited)
1 2 3 4 5 6
Pendapatan Daerah 631.566.035.090,46 | 583.834.842.657,35 | 568.428.975.418,68 | 649.714.461.021,00
1 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) 36.433.624.244,45 | 28.339.245.445,35 | 30.976.942.583,68 | 42.780.774.178,00
Pajak Daerah 4.032.702.076,00 4.543.581.620,00 5.661.974.798,04 4.683.066.000,00
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Realisasi Anggaran
Uraian Pagu Anggaran
2020 2021 2022 2023
(Audited) (Audited) (Audited)
2 3 4 5 6
Retribusi Daerah 349.622.400,00 |  5.189.605.100,00 | 18.160.726.740,00 | 27.082.740.000,00
Hasil PengelolaanKekayaan Daerah | 4 55 436 768 15 | 347178916400 |  2.320492.032,00 |  3.668.468.178,00
Yang Dipisahkan
Lain-Lain PAD Yang Sah 28.698.863.000,00 | 15.134.269.561,35 |  4.824.749.013,64 |  7.346.500.000,00
Pendapatan Transfer 576.054.446.850.01 | 536.864.313.212,00 | 514.572.199.210,00 | 599.352.950.669,00
Transfer Pemerintah Pusat- Dana | 7 464 608 440,00 | 441.274.176.772,00 | 440.083.421.95400 | 520.626.686.000,00
Perimbangan
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 84.566.347.000,00 | 84.560.860.770,00 | 60.882.277.028,00 | 60.575.288.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah 1242349141001 | 11.020.275.670,00 | 13.606.500.228,00 | 18.150.976.669,00
;Z'}:""a'“ Pendapatan Daerah Yang | 14 477 963.096.00 | 18.631.284.000,00 | 22.879.833.625,00 |  7.580.736.174,00
Hibah 16.125.110.000,00 | 1.475.127.000,00 885.825.500,00 |  1.699.800.000,00
Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
Lain-Lain Pendapatan Sesuai
Dengan Ketentuan Peraturan 2.952.853.996,00 17.156.157.000,00 21.994.008.125,00 5.880.936.174,00
Perundang-undangan

Sumber : Bakeuda Kabupaten SabuRaijua, Juli Tahun 2023

Adapun dalam perhitungan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Sabu Raijua
Tahun Anggaran 2024 mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang pengelolaan keuangan daerah yang mencakup pendapatan asli daeran,
pendapatan transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah, dan secara rinci dapat
dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.2.2 Proyeksi Pendapatan Daerah Kab. Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024
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Tabel 4.2.  Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten SabuRaijua Tahun Anggaran 2024

o uRATAN PR cea AN
1 2 3
PENDAPATAN DAERAH 758.505.175.779
1.1  Pendapatan Asli Daerah 29.188.972.800

a) Pajak Daerah

6.799.524.300

b) Retribusi Daerah

12.727.336.000

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

5.000.000.000

d) Lain-lain PAD yang Sah

4.662.112.500

1.2  Pendapatan Transfer

721.648.203.805

a) Transfer Pemerintah Pusat

703.483.285.196

1) Dana Perimbangan

642.907.997.196

e Dana Transfer Umum

396.732.759.458

- DBH 4.228.366.000
- DAU 392.504.393.458
e Dana Transfer Khusus 246.175.237.738
- DAK Fisik 185.603.810.738
- DAK Non Fisik 60.571.427.000

2) Dana Insentif Daerah

3) Dana Otonomi Khusus

4) Dana Keistimewaan

5) Dana Desa

60.575.288.000

b) Transfer Antar Daerah

18.164.918.609

1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainya

18.164.918.609

2) Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya

1.3  Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

7.667.999.174

a) Hibah

1.787.063.000

b) Dana Darurat

c) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan

5.880.936.174

Sumber: Bakeuda dan Bappeda Kabupaten Sabu Rajjua, Agustus 2023
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BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah tahun 2024 diprioritaskan untuk mendanai
urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar
Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar
teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak
terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada

analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik
dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan
kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran
serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan
kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi
langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud
ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Berpijak pada kondisi realisasi dan proyeksi pendapatan daerah sebagaimana
diuraikan di atas dan guna mengatasi permasalahan pembangunan daerah serta
tantangan yang dihadapi berkaitan dengan kemampuan fiskal, maka kebijakan
belanja daerah diarahkan sebagai berikut:
1) Belanja daerah dikelola secara tertib dan transparan berbasis akrual sesuai
dengan asas efisien,efektif dan akuntabel;
2) Belanja daerah diutamakan untuk pengalokasian belanja yang bersifat wajib
dan mengikat serta prioritas utama dan pemenuhan belanja daerah yang

bersifat mandatory peraturan perundangundangan;

37



3)

4)

5)
6)

7)

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kab Sabu Raijua
Tahun 2024

Belanja daerah urusan wajib dan urusan pilihan digunakan untuk melindungi
dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam
prioritas pembangunan daerah tahun 2024;

Mendukung program/kegiatan/subkegiatan strategis yang terkait dengan
agenda Pemerintah Provinsi dan Pemerintah (Pusat) dengan tetap
memprioritaskan pembangunan daerah dan memiliki skala pelayanan regional
maupun nasional;

Meningkatkan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat;
Mengatasi permasalahan yang diperlukan oleh masyarakat luas secara
langsung agar tercipta stabilitas ekonomi daerah;

Penguatan sektor strategis di Kabupaten Sabu Raijua untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi

Struktur belanja daerah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1

Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari

pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci

atas jenis:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan

kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

1)

2)

3)

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD
sekretariat daerah;

Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat
DPRD dan

Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
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Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang
representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja
penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa
layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan
honorarium.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:

1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan serta memperhitungkan
rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji
ketiga belas dan tunjangan hari raya.

2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN
sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2023.

3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala,
kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan
memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima
persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS
daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 dengan
mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor
82 Tahun 2018 sebagaimana telah Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun
2019.

5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian
bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan
Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang
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Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur
Sipil Negara.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian
bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota
DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi
pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan
kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang — undangan sebagaimana diatur
dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria didasarkan pada
pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan
profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan
dengan perkada dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.Dalam hal
belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat
memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat
persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada
pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas,
kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian
tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan,
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas
usulan Menteri Dalam Negeri.

Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
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Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian
Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang
melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau
pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan
sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan
pertimbangan objektif lainnya.

Berkaitan dengan itu, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan
Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah
Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non
Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada kode
rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.

8) Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium
kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan
daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan,
honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja
pengadaan barang dan jasa (UKPBJ), dengan mempedomani Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

9) Larangan pemerintah daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya
diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian

objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan
barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk
barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam
rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian
sasaran prioritas daerah.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis,
bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor,
cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas,
sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman,

pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu,
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perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai,
pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment),
lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang
dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang
dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja
beasiswapendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis

PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Selanjutnya, penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai

berikut:

1) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang
besarannya mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.

2) Penganggaran honorarium bagi ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran,
rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan
sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka
mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut,
pemberian honorarium bagi ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada
pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan dalam kegiatan memiliki peranan dan
kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.

3) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa
serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD
dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran
dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa.

4) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam
rangka:

a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;

b) penghargaan atas suatu prestasi;

Cc) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik
pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis

nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana maksud Peraturan
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Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial
Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan
Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018
tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam
Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

d) memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang

dikuasai Pemerintah Daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata

yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan

yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta
memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 dengan
mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik

Daerah.

Pengembangan pelayanan kesehatan diluar cakupan penyelenggaraan jaminan

kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan

kesehatan berupa medical check up, kepada:

a) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyakl (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan
dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional
terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun
2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

b) Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun,
tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan
kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait, sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Berkaitan dengan itu, pelaksanaan medical check up dimaksud dilakukan di

dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah

43



8)

9)

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kab Sabu Raijua
Tahun 2024

setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum

Pusat terdekat.
Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), pemerintah daerah
wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan
Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh
penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN
dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang dianggarkan
dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan
kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau
seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan
Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan
Daerahnya dengan skema ganda.
Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai amanat Pasal 6 dan
Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada masing-masing SKPD serta

besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing perda.

10) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat

pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon
penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa
dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
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dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-
undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

11) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi
banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar
negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang
dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud
sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah Hasil kunjungan
kerja dan studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

12) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan
sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat  ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

13) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada
masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan
Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang
dalam RPIJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja
barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019.

14) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi
banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar
negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang
dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud
sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil
kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi
Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintahan Daerah.
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15) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek

pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk

hal-hal sebagai berikut :

a)

b)

d)

Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen
sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur,
Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi
Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan
fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel
atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya
penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat
tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan
secara lumpsum.

Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai Peraturan

Presiden Nomor 33 Tahun 2020 yang besarannya ditetapkan dalam Perkada.

16) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau

sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:

a)
b)

C)

pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;

pimpinan dan anggota DPRD; serta

unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah
provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan
untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis,
sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat
diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya
yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan
memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi,

kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara
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serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan
anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi. Berkaitan dengan
itu, penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan
pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau
sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah,
seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.
17) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan
pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman
pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
18) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD Tahun
Angggaran 2024 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek,

dan sub rincian objek berkenaan.

c. Belanja Hibah dan Bantual Sosial

1) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam
APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan
Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah
lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik
telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang
pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah
sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
(1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
(2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;

(3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
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(a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan
pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

(b) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah
daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/atau

(c) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan

(4) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung

terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

dan

(5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

2)

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan
kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik
dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja hibah dalam APBD Tahun
Anggaran 2024 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian
objek, dan sub rincian objek berkenaan.

Bantuan Sosial
Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapadianggarkan dalam
APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan

pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan
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Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perulndang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian
bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang
sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan
tertentu dapat berkelanjutan.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja bantuan sosial dalam APBD
Tahun Anggaran 2024 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek,
rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka
menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah
dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala
SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial,
kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD
Tahun Anggaran 2024 mempedomani perkada yang mengatur tata cara
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan
pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial,
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang
hibah dan bantuan sosial. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 dinyatakan
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam

Peraturan Menteri ini.
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5.1.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan
dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut
memenubhi kriteria:

a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

b) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan

c) Batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah
sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai maksud Pasal 64
ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Lampiran I Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis
Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud
Berbasis Akrual.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:

a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD
Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan
prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta
pertumbuhan ekonomi daerah.

b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

1) belanja modal tanah;
belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh
dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah
dan dalam kondisi siap dipakai.

2) belanja modal peralatan dan mesin;
belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan
peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat
elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan
dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap

pakai.
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3) belanja modal bangunan dan gedung;
belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan
gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
4) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan
jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun
oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah
daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
5) belanja aset tetap lainnya;
belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap
lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam
kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan
dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam
kondisi siap dipakai.
6) belanja aset lainnya;
belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak
memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai
dengan nilai tercatatnya.
Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya
rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan
memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa
yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu
produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010.
Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012

tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
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Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012
tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD
serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan
kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi,
efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan
mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan
pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan
pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan
kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik
daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah
merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan

penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new
initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan
kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang,
standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh
kepala daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri
sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6)
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Pengadaan barang milik daerah
dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan
prasarana kerja pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana
Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya
pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya

pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan
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satuan biaya pemeliharaan sarana kantor mempedomani Peraturan Presiden
Nomor 33 Tahun 2020.

5.1.3 Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat
termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta
pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai
dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain
sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah,
pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang
lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan
perundang-undangan.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
a) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan
secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan
jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran
berkenaan, seperti: pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan, pembayaran
telepon, air, listrik dan internet. Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan
belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan
dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban
kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman
yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan/atau memiliki dasar hukum yang

melandasinya.
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c) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak
dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
dan/atau

d) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian

yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam

Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

a. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial,
dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. Keperluan mendesak; dan/atau

C. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia
anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau
Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan
lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut
diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan
kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah
tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi
pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024
Selanjutnya, belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub

rincian objek.

5.1.4 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah
kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada

pemerintah desa.
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Belanja transfer dirinci atas jenis:

1. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber

dari:

a)

b)

Pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.

Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah
provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD
dengan mempedomani Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD
Tahun Anggaran 2024 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub
rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan pada SKPD selaku
SKPKD.

Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada
pemerintahan desa.

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak
daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10%
(sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah
kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Pasal 72
ayat (1) huruf ¢ dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah
kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu
jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan
belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut
dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam
rangka bagi hasil, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
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Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud
dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi
pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak
daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun
Anggaran 2023, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran
2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
Selanjutnya, belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari
pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa diuraikan ke dalam
daftar pemerintahan desa selaku penerima bagi hasil pajak daerah dan
retribusi daerah sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan
daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib
dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan alokasi dana untuk desa yang
diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah
desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72
ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan ketentuan Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.07/2021 pasal 2
Pemerintah kabupaten/kota wajib menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD)
untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada
pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat
(4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.
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Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus
persen), maka pemerintah kabupaten/kota menganggarkan sisa ADD yang belum
tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada
pemerintah desa. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat
memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana
diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan
Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan Pasal 67

ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024

dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode
rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan

diuraikan daftar nama pemerintah desa penerima bantuan keuangan sebagai sub

rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

Dalam penentuan perhitungan proyeksi belanja daerah Tahun 2024, maka

perlu memperhatikan realisasi Belanja Daerah 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2020

s/d 2022 dan Target Anggaran Tahun 2023, yang tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.1  Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2020 s/d 2022 dan Pagu Angggaran
Tahun 2023 Kabupaten Sabu Raijua
Realisasi Anggaran o A
i agu Anggaran
No |  Uraian 2020 2021 2022 o o8
(Audited) (Audited) (Audited)
1) (2 (3) @) (5) (6)
1 | Belanja 639.785.809.385,36 | 643.381.390.457,62 | 577.424.456.047,69 | 660.979.294.614,00
1.1 g‘;':r“;; 473.602.050.617,36 | 350.685.801.975,00 | 343.734.501.658,70 | 409.651.870.656,00
ggg‘a”\}vzi 230.010.342.591,00 171.945.977.759,00 172.070.297.075,00 234.517.175.406,00
Belanja
Barang dan 110.244.500.985,36 168.356.423.250,00 161.022.634.297,70 163.222.571.730,00

Jasa

Belanja Hibah

13.174.634.000,00

8.158.554.162,00

7.739.068.286,00

8.590.203.520,00

Belanja
Bantuan Sosial

1.090.000.000,00

2.224.846.804,00

2.855.102.000,00

3.321.920.000,00

Belanja

Bantuan 119.082.573.041,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan
1.2 at::,l::IJa 152.473.843.087,00 | 159.091.130.873,62 | 137.291.124.197,00 | 149.815.154.458,00

57




Kebijakan Umum APBD (KUA) Kab Sabu Raijua
Tahun 2024

Realisasi Anggaran B A
H agu Anggaran
No Uraian 2020 2021 2022 ? 20293?
(Audited) (Audited) (Audited)
(1) (2) (3) (4 ©) (6)
Belanja
1.3 | Tidak 13.266.707.507,00 | 13.611.168.339,00 216.151.500,00 | 5.000.000.000,00
Terduga
1.4 $fa':';}2r 436.606.174,00 | 119.993.289.270,00 | 96.182.678.692,00 | 96.512.269.500,00
a?:”n;a Bagi 436.606.174,00 0,00 790.395.664,00 468.306.600,00
Belanja
Bantuan 0,00 119.993.289.270,00 95.392.283.028,00 96.043.962.900,00
Keuangan

Sumber Bakeuda dan BAPPEDA Kabupaten Sabu Raijua, Agustus Tahun 2023

Adapun dalam perhitungan proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua
untuk Tahun Anggaran 2024 telah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah yang mencakup Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak

Terduga dan Belanja Transfer, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.2  Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua TA. 2024
PROYEKSI ANGGARAN
NO URAIAN
TAHUN 2024
1 2 3
1 BELANJA DAERAH 803.615.672.304

1.1 Belanja Operasi 480.377.084.283

a) Belanja Pegawai 256.920.088.551

b) Belanja Barang dan Jasa 185.805.128.212

c) Belanja Bunga 0

d) Belanja Subsidi 0

e) Belanja Hibah 35.461.867.520

f) Belanja Bantuan Sosial 2.190.000.000

1.2 Belanja Modal 221.726.318.521

a) Belanja Modal Tanah 0

b) Belanja Modal Peralatan dan 22.169.449.185

Mesin

c) Belanja Modal Gedung dan 37.099.986.542
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PROYEKSI ANGGARAN
NO URAIAN
TAHUN 2024
1 2 3
Bangunan
d) Belanja Modal Jalan, Jaringan 160.624.038.447
dan Irigasi
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.832.844.347
f) Belanja Modal Aset Lainnya 0
1.3 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000
1.4 Belanja Transfer 96.512.269.500
a) Belanja Bagi Hasil 468.306.600
b) Belanja Bantuan Keuangan 96.043.962.900
Surplus /(Defisit) (45.110.496.525)

Sumber : Bakeuda dan BAPPEDA Kabupaten Sabu Raijjua, Agustus Tahun 2023
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BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD, disamping komponen pendapatan dan Belanja Daerah,
juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi sumber penerimaan pembiayaan
daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua
penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran
berikutnya. Dengan pengertian tersebut maka komponen dari pembiayaan daerah

terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

6.1.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran
tahun 2024 adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
tahun anggaran sebelumnya yaitu diprediksikan sebesar Rp. 19.654.896.525,-
dan Pencairan Dana Cadangan Pilkada yang diprediksikan sebesar Rp.
28.000.000.000,- dan Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
sebesar Rp.4.455.600.000,- sehingga penerimaan pembiayaan daerah sebesar
Rp.52.110.496.525,-

6.1.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Rencana Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2024 dialokasikan untuk
Penyertaan Modal pada Bank NTT sebesar Rp. 7.000.000.000 Sehingga
pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.7.000.000.000,-.

Dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp.45.110.496.525,-.
Sehingga pembiayaan netto tersebut ditutup dengan selisih antara pendapatan
daerah dan belanja daerah sebesar Rp. 19.654.896.525,- sehingga terdapat
kelebihan/surplus sebesar Rp. 0,00. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten
Sabu Raijua Tahun 2020 s/d 2022 dan pagu angggaran Pembiayaan Daerah
Tahun 2023 serta proyeksi anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2024 dapat
dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 6.1 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 s/d 2022
dan Pagu Angggaran Tahun 2023 Kabupaten Sabu Raijua
REALISASI ANGGARAN G GG
PAGU ANGGARAN
NO URAIAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023
(Audited) (Audited) (Audited)
1 2 3 4 5 6
Pembiayaan
1 ;g';f;:“aa" Pembiayaan 115.721.619.708,14 130.467.756.957,88 71.033.641.416,28 23.264.833.593,00
a. Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun 84.149.486.374,14 97.982.962.339,82 61.130.281.643,59 23.264.833.593,00
Anggaran Sebelumnya
b. Pencairan Dana Cadangan 31.550.000.000,00 32.484.794.618,06 9.903.359.772,69 0,00
c. Penerimaan Kembali
o 22.133.334,00 0,00 0,00 0,00
Pemberian Pinjaman
» Pengeluaran Pembiayaan 9.518.883.073,92 9.925.954.729,02 7.000.000.000,00 12.000.000.000,00

Daerah

a) Pembentukan Dana
Cadangan

4.518.883.073,92

2.925.954.729,02

0,00

5.000.000.000,00

b) Penyertaan Modal
(Investasi) Pemerintah
Daerah

5.000.000.000,00

7.000.000.000,00

7.000.000.000,00

7.000.000.000,00

¢) Pemberian Pinjaman
Daerah

0,00

0,00

0,00

0,00

Pembiayaan Netto

106.202.736.634,22

120.541.802.228,86

64.033.641.416,28

(11.264.833.593,00)

Sisa Lebih Pembiayaan
Tahun Berkenan / SiLPA

97.982.962.339,82

60.995.254.428,58

55.038.160.787,26

0,00

Sumber :Bakeuda dan BAPPEDA Kabupaten Sabu Raijua, Agustus Tahun 2023,

Adapun dalam perhitungan proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sabu

Raijua Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara terperinci dilihat pada

Tabel berikut ini:

Tabel 6.2  Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sabu Raijua TA. 2024
PROYEKSI ANGGARAN
NO URATAN TAHUN 2024
1 2 3
PEMBIAYAAN DAERAH
1 Penerimaan Pembiayaan 52.110.496.525

a) SiLPA 19.654.896.525
b) Pencairan Dana Cadangan 26.000.000.000
¢) Hasil Penjualan Kekayaan yang dipisahkan 0
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PROYEKSI ANGGARAN
NO URATAN TAHUN 2024
1 2 3
d) Penerimaan Pembiayaan Daerah 0
e) Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman 0
Daerah
f) Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan 0

ketentuan PUU

2 Pengeluaran Pembiayaan

7.000.000.000

a) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh 0
Tempo

b) Penyertaan Modal Daerah 7.000.000.000

c) Pembentukan Dana Cadangan 0

d) Pemberiaan Pinjaman Daerah 0

e) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan 0

ketentuan peraturan perundang-undangan

PEMBIAYAAN NETTO

45.110.496.525

Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenan/SILPA

0

Sumber : Bakeuda dan BAPPEDA Kabupaten Sabu Raijua, Agustus Tahun 2023
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BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Prioritas pembangunan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 tidak lepas dari
fokus Kerja Presiden RI masa jabatan 2019 — 2024 yaitu Pembangunan Sumber Daya
Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan
Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Berdasarkan tema RKP 2024, prioritas nasional, tema RKPD Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2024, dan indikatif tema Kabupaten Sabu Raijua dalam
RPIJMD 2021-2026, maka tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua
tahun 2024 adalah: “Penguatan Sektor Strategis Mendorong Pertumbuhan
Ekonomi”.

Sasaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Sabu Raijua tahun 2024 didasarkan
pada hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian
kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan pembangunan
daerah dan rancangan kerangka ekonomi daerah beserta pendanaannya.

Penetapan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 disinkronkan dengan
Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 serta
Prioritas Pembangunan Provinsi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2024. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian
dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target-target kebijakan keuangan
daerah yang telah direncanakan.

Strategi dalam pencapaian prioritas pembangunan yang ditetapkan tahun 2024
adalah sebagai berikut :

1. Penguatan perekonomian daerah dan masyarakat yang produktif, stabil dan
merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing,
khususnya di bidang Pariwisata dan UMKM;

2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur dan sistem jaringan transportasi yang
menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan

Lingkungan Hidup;
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Peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan serta
pengurangan tingkat kemiskinan dan stunting;

Peningkatan kinerja birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai

target pendapatan diarahkan pada optimalisasi peningkatan penerimaan daerah yang

berasal dari sumber-sumber pendapatan asli daerah, pendapatan transfer serta lain-

lain pendapatan daerah yang sah, yang akan diupayakan sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Memprioritaskan penanganan sektor-sektor unggulan yang dapat memberikan
manfaat ganda bagi kepentingan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli
daerah;

Melakukan pendataan yang lebih akurat bagi obyek-obyek penerimaan dari pajak
dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah serta
memperluas jangkauan pelayanan dengan membuka sumber-sumber pendapatan
daerah lainnya;

Menumbuhkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi serta
pengendalian dan pengawasan pemungutannya yang diiringi dengan peningkatan
kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;

Pemutakhiran data dasar yang menjadi indikator penentuan besarnya Dana
Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dalam rangka peningkatan dana
transfer;

Melaksanakan koordinasi yang proaktif dengan pemerintah tingkat atas dan
instansi yang terkait dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah.
Meningkatkan promosi pariwisata untuk menambah pendapatan daerah yang

bersumber dari pajak hotel dan restoran.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan

transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan hal-hal

sebagai berikut :

1.

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas
pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka
perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban
pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal

dari pendapatan transfer;
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Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam
penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang
menyertainya, seperti DBH-CHT, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan
Keuangan Provinsi;

Sumber pendanaan, seperti Dana Alokasi Khusus, tergantung atas proses
verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat,
sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan
Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi
mengenai alokasi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal
Kementerian Keuangan;

Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses
verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi,
sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan
Gubernur mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024;

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan,

belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada

pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk

meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan

efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka

mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan

efektif, maka strategi pencapaian belanja daerah tahun anggaran 2024 sebagai
berikut :

1.

Kebijakan belanja daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan lebih lanjut
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
Kabupaten Sabu Raijua yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan serta
Urusan Pemerintahan fungsi pendukung, penunjang dan pengawasan

sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;Pengelolaan
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belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja untuk mendukung
capaian target kinerja utama pada tahun 2024 dengan menganut prinsip
akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran
berbasis kinerja dan pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah tahun
2024, yaitu: (1) Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan
meningkatkan UMKM vyang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan
potensi ekonomi daerah yangberdaya saing, (2) Pembangunan infrastruktur dan
jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-
pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek
Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup; (3) Peningkatan Aksesbilitas layanan
pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting;
dan (4) Peningkatan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang
baik.

Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi
belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi
hasil kepada Kota/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip

mengedepankan prinsip efisien dan efektif.
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BAB VIII
PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Sabu Raijua Tahun
Anggaran 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor
24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD antara Pemerintah dan DPRD
Kabupaten Sabu Raijua terjadi kesepakatan bahwa apabila ada penambahan
pendapatan keuangan daerah akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan bagi
masyarakat dan apabila ada perubahan SiLPA maka akan dilakukan Perubahan APBD
tahun 2024. Demikianlah Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 ini dibuat untuk
menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran berkenaan.

Selanjutnya KUA yang telah disepakati dituangkan dalam Nota Kesepakatan
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua
tahun anggaran 2024 antara Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sabu Raijua, Selanjutnya menjadi
pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-
APBD) Tahun 2024 dan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
Tahun Anggaran 2024.

Seba, 20 September 2023
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